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GUBERNUR RIAU

e
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR  TAHUN 2014

TENTANG

TATACARA PEMBAGIAN DAN PENGELOLAAN PAJAK ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

bahwa untuk melaksanakah ketentuan Pasal 18 ayat (2)
Peraturan Daerah Provinsii Riau Nomor 16 Tahun 2013

I Pajak  Rokok, perlu  menetapkan Peraturan
- Tentang Tata Cara Pembagian dan Pengelolaan

indang-Undang Nomor; 61 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Swatantra Tingkat |
Sumatera Barat, Jambildan Riau (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahupf 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor {1 Tahun 1995 tentang Cukai
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76. Tambahan | Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor 3613} sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor

4733);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Némor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomori 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ; &



5 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang

pemerintah  Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 N(;%mor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
perubahan Atas Undang{ﬁUndang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daetah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 2460, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Menteri Keuarﬁgan Republik Indonesia Nomor.:
115/Pmk.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Dan
Penyetoran Pajalk Rokok;‘%

7. Peraturan Menterl Dalaf{a Negeri NomoT 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daecrah ;

4 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2013

tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Riau

Tahun 2013 Nomor 16).14

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN GUBERNéJR TENTANG TATA CARA

PEMBAGIAN DAN PENGE@LOLAAN PAJAK ROKOK.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Menteri adalah Menteri keuangan Republik Indonesia yang diserahi tugas
untuk mengeiola Keuangan Negara. :

Gubernur adalah Gubernur Riau.

Provinsi adalah Provinsi Riau. |

Kepala Daeran adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau

pengelola Pajak Rokok adalah instansi yang berwenang melaksanakan
pengalokasian dan penyaluran ke Kabupaten/Kota.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau.

Pejabat Penatausahaan Keuangan S}&F‘D yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan

el QICP]
nada SKPD.
~

Paiak Rokok adalah pungutan atas Cukai Rokok yang dipungut oleh

Pemerintah,;

10 Cukai adalah pungutan Negara yang dlikenakan terhadap barang-barang

fertentu vang mempunyail sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam
undang-undang. ‘



| 1. Rokok adalah hasil tembakau yang meli‘g)uti Sigaret, Cerutu, dan Rokok

Daun.

12 .Cukai Rokok adalah pungutan Negara wyang dikenakan terhadap hasil
tembakau  herupa Sigaret, Cerutd, dan Rokok Daun sesuai dengan
peraturan ;)(trundang—undangan di bidang Cukai, yang dapat berupa
%)(rrsrmasc dari harga dasar (advalorum) ’ltdu jumlah dalam rupiah untuk
setiap batang rokok (spesifik) atau penggaé:)ungan dari keduanya.

SUMBER DAN BES?\;?\IEII DANA BAGI HASIL
Pasal 2
Dana Bagi Hasil Pajak Rokok merupakaél penerimaa\n Pajak Provinsi Riau
yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/i ota.
sehagaimana dimaks%ld pada ayat (1) diberikan dan

(2} Dana Bagi Hasil

merupakan bagian darl pendapatan yang dianggarkan dalam APBD
dan/atau Perubahan APBD Kabupaten/gota.

(3) Dana Bagi Hasil ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek

pemerataan dan secara proporsionalé berdasarkan jumlah penduduk

Kabupaten/Kota bersangkutan.

Pasal 3 ‘

- (1) Hasil Penerimaan pajak Rokok sebagairﬁéana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) diserahkan kepada pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota
sebesar 70% (tujuh puluh persen). :

(2} Pembagian penerimaan sebagaimana di,;maksud pada ayat (1) sebesar 50%
(lima puluh persen) dibagi berdagarkan rasio jumlah penduduk

kabupaten/xkota terhadap jumlah penci?‘gduk provinsi Riau, dan 50% (lima

puluh persen berdasarkan pemerataari.

......

Rasio jumlah penduduk sebagaimana @imaksud pada ayat (2) ditetapkan
herdasarkan jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota dengan
iumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan data Badan Pusat Statistik

w

Provinsi Riau. 3

(4)13agian Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan pemerataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibagi secara merata kepada seluruh
kabupaten/kota di Provinsi Riau.

BAB 11 :
MEKANISME PENYALURAN TRANSFER DANA BAGI HASIL

Pasal 4
(1 i’<1‘1y;gknax"; dana bagi hasil pajak rakok dilakukan dengan mekanisme
iransfer dari  RKUD  Provinsi Riau ke RKUD masing-masing
kabupaten/kota, dan dilaksanakan ‘oleh Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah selaku Bendahara Umum Daetah.




(21 Penvyaluran dana bagi hasil scbagaimafna dimaksud pada ayat ()

dilakukan berdasarkan hasil perhitungan bagi hasil pajak rokok dari
Dinas Pendapatan Provinsi Riau, yang ‘ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur. ;

(3) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimanagdimaksud pada ayat (1) dengan
ketentuan : ,

a.Bendahara Umuim Daerah/Kuasa §BCndaha1‘a Umum Daerah
Kabupaten/Kota membuka rekening padd Bank Sentral / Bank Umum
dengan nama Rekening Kas Umumt Daerah;

L. Penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan | setiap triwulan dengan  cara
nemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening
Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, i

¢ Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP-1.8) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui PPK-
SKPKD. _

d. Surat Permintaan Pembayaran sebagaiélana dimaksud pada huruf ¢,
dilengkapi dokumen antara lain: ) .

1. Surat pengantar permintaan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dari
Kepala Dinas pPendapatan Daerah Provinsi Riau,;

2. Keputusan Gubernur Riau tentang Pe etapan Alokasi Dana Bagi Hasil
pPemerintah Provinsi Riau kepada Pemérintah Kabupaten/Kota;
3 Surat Penyediaan Dana (SPD);

4. lLaporan penerimaan ransfer dana bagi hasil, untuk transfer triwulan
I, I

5 RBerita Acara Hasil Rekonsiliasi untuk iriwulan [V;dan

6. Asli rekening koran terakhir dari] Rekening Kas Umum Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota. ;
Fotocopy  keputusan Bupati/Walikota mengenai penunjukkar_l/
penetapan pejabat Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum
Daerah yang disahkan oleh kepala dagrah.

5%

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Bagi Hasil dilaksanakan berdasarkan realisasi
penerimaan tahun anggaran berkenaan

(2) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimat@a dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
diatur dengan ketentuan sebagai berikut : ~
a. Untuk penvaluran dana bagi hasil [Pajak Rokok untuk tiap triwulan
dilakukan sekaligus sesuai besaran & Jokasi dana Bagi Hasil.

b. Penyaluran triwulan IV untuk bula§§1 Oktober dan November dihitung
berdasarkan realisasi, sedangkan untuk bulan Desember disalurkan
pada Belanja Bagi Hasil Pajak tahunégberikumya.

disalurkan setelah ditetapkan lapofan keuangan audited yang telah
diaudit. ‘

¢ Penvaluran bagi hasil untuk bu’}éan Desember tahun berkenaan

(3) balam hal terjadi kekurangan penyaluran dana bagi hasil, maka
lkekurangan dimaksud diperhitungkanidalam penyaluran berikutnya, dan
iilkka terjadi kelebihan penyaluran dana bagi hasil maka kelebihan
dimaksud menjadi faktor pengurang pada penyaluran berikutnya.

3
i

2
2



BAB IV
PENERBITAN SPM /AN SP2D

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan transfer anggaran ke Daerah, Pejabat Pengelola
Keuangan Dserah menerbitkan SPM sebagai perintah pembayaran.

i . - )
\na dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara
dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah

1 SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umuin
Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Urmum Dacrah menerbitkan SP2D

sebagal perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah
Provinsi Riau ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah

1200} 1
peraasark

n /Kot ;

(4] Tata cara penerbitan SPM  dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan
neraturan perundang-undangan.

Pasal 7

.‘ Kahupaten/Kota menyampaikan konfirmasi penerimaan bagi
iak rokok kepada Biro Keuangan atau sebutan lainnya paling
lima} hari kerja setelah dana dimaksud diterima di Kas Daecrah

18 & e A

(21 tembar konfirmast sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format
| yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

peraturan Gubernur ni.

pada  Lampiras

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
beraturan Gubernur ini mulai berlaku pada fanggal diundangkan.

iup orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
nur ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan : di Pekanbaru
pada tanggal : 17 olztober “014

| Plt. GUBERNUR RIAU

Yiririct lraarn 1 Peleanhar

JJundangiKan dt Pekanbaru

T b ity ) . 4 A 5

NAUa -l,'«f'lg(ii(h 17 Jrtober >4 ‘;,::i.//)‘
- £

SEXRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU
.:r' Y

' H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : (.



6

Lampiran . Peraturan Gubernur Riau
Nomor - GG mahun 2014
Tanggal : 17 rktober 2014
KOP KEPALA 1

1

&

DAERAH '

LAPORAN PENERIMAAN TRANSFEREDANA BAGI HASIL PAJAK

DARI PEMERINTAH PROVINSI RIAU

. bertanda tangan di bawah ini Bupati/f.?\/alil<ota*) ............................................
nama daerah) menyatakan bahwa; Pemerintah Kabupaten/Kota )
o T =T U (disi nama daerah) telah mererima Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Angaran ......... dengan rincian sebagai berikut :
e 7}<e.;ll'i'sasriw}5enr<:.;{mziggg%;é—ae—avﬁekﬁ—é@ Pemerintah T Tg:l

Kabupaten/Kota | Peneri it

DTS S 5] - IO maan | |

No. Jenis Triwulan | priwulag | Triwulan Triwulan Setd di

| | II ; 111 ah RKUD

“Rp. | Rp. i| Ro. | Ro. | Ro. |

(1) (2) I (’3) S (47)7 o (5 RN e (6) (7)

Pajak Rokok

qu;:mpal‘., tanggal ...l

B;%Jpati [Walikota *)  srcocmmmsnasas

(t?anda tangan asli dan stempel basah)

¥} Coret yang tidak perlu.

l%{ ARSYADJULIANDI RACHMAN




